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ABSTRAK : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan 
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan 
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020. 

 
  Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah: 

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan UU 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
(Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 2015 nomor 818) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 



tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu 
Pasangan Calon; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen 
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen 
Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan 
Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Peraturan KPU Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan KPU 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1068;  Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk 
Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-
Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi 
Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 
 



Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 829/PL.02.6-
Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang: 

Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Ngawi Tahun 2020 sebagai berikut : 
1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi atas nama Ony Anwar Harsono, ST, MH 

dan Dwi Rianto Jatmiko, MH, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 471.082 (empat 
ratus tujuh puluh satu delapan puluh dua) suara; 

2. Kolom kosong dengan perolehan suara sebanyak 27.831 (dua puluh tujuh ribu delapan 
ratus tiga puluh satu) suara 

 

CATATAN :  Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2020. 


